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ABSTRACT 

 

The determination of the Free Papua Organization as an Insurgent is regulated in 

International Humanitarian Law, especially Article 3 of the Geneva Conventions 

and Additional Protocol II 1977. Problem formulation: 1) how is the regulation of 

insurgents (insurgency) in the perspective of International Humanitarian Law? 2) 

how is the existence of the Free Papua Organization (OPM) in the perspective of 

International Humanitarian Law? This research uses normative legal research 

methods. Secondary data sources consist of primary, secondary, tertiary legal 

materials. Literature study data collection techniques. Data is analyzed 

qualitatively. Research results: 1) The regulation of insurgents (Insurgency) in 

Humanitarian Law is regulated in Article 3 of the Geneva Convention and Article 

1 of Additional Protocol II 1977, can be applied to insurgents when they qualify 

as parties to a non-international armed conflict, namely: The group is organized 

and exercises control over part of the territory under responsible command, uses 

weapons openly and complies with the customary laws of war. 2) The existence of 

the OPM based on Humanitarian Law, from the evidence on the armed organized 

criteria contained in Article 1 of the 1977 Additional Protocol II is not fulfilled in 

its entirety by the OPM. Until now the OPM leadership structure is unclear, does 

not have a large territory and in carrying out the rebellion does not heed the laws 

of war. So the existence of the OPM is an insurgent who commits rebellion. 

 

Keywords: Insurgency, OPM (Free Papua Organization), Non-International 

Armed Conflict, International Humanitarian Law  
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ABSTRAK 

Penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai Insurgent merupakan suatu kaum 

pemberontak di atur dalam Hukum Humaniter Internasional terkhususnya Pasal 3 

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977. Rumusan masalah: 1) 

bagaimanakah pengaturan pemberontak (insurgency) dalam perspektif Hukum 

Humaniter Internasional? 2) bagaimanakah eksistensi Organisasi Papua Merdeka 

(OPM) dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional? Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder terdiri 

dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi 

kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pengaturan 

mengenai pemberontak (Insurgency) dalam Hukum Humaniter diatur dalam Pasal 

3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, dapat diberlakukan 

kepada insurgent ketika memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik bersenjata 

non-internasional, yaitu: Kelompok teroganisir dan melakukan kontrol atas 

sebagian wilayah di bawah komando bertanggung jawab, menggunakan senjata 

secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. 2) Eksistensi OPM 

berdasarkan Hukum Humaniter, dari pembuktian pada kriteria armed organized 

yang dimuat dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 tidak dipenuhi secara 

keseluruhan oleh OPM. Sampai saat ini struktur kepemimpinan OPM tidak jelas, 

tidak memiliki wilayah kekuasaan yang luas serta dalam melakukan 

pemberontakan tidak mengindahkan hukum perang. Maka Eksistensi OPM ialah 

insurgent yang melakukan pemberontakan.  

 

Kata Kunci: Insurgency, OPM (Organisasi Papua Merdeka), Konflik 

Bersenjata Non-Internsaional, Hukum Humaniter 

Internasional  
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